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Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian 
besar modalnya dimiliki oleh Desa. Dari praktik perbankan dapat diperhatikan 
tentang terjadinya penjualan (pencairan) objek jaminan kredit yang dilakukan 
untuk melunasi kredit macet pihak peminjam. Fungsi lain dari jaminan kredit 
berkaitan dengan kesungguhan pihak peminjam untuk memenuhi kewajibannya 
untuk melunasi kredit sesuai dengan yang dipenjanjikan dan menggunakan dana 
yang dimilikinya secara baik dan berhati-hati 
Adapun Rumusan Masalah dalam Penelitian ini adalah: 1)Penyelesaian 
kredit macet pada BUMDes Sungai Tonang Barokah di Desa Sungai Tonang 
Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar. 2) Apa faktor kendala dalam 
penyelesaian kredit macet pada BUMDes Sungai Tonang Barokah di Desa Sungai 
Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar. Tujuan dari pengajuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui Penyelesaian kredit macet pada BUMDes 
Sungai Tonang Barokah di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara 
Kabupaten Kampar dan faktor kendala dalam penyelesaian kredit macet pada 
BUMDes Sungai Tonang Barokah di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar 
Utara Kabupaten Kampar.  
Penelitian terhadap Penyelesaian kredit macet pada BUMDes Sungai 
Tonang Barokah di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten 
Kampar ini mengunakan metode pendekatan Observasional Research, dengan 
cara survey, yaitu penelitian lapangan yang mempergunakan data berupa 
wawancara, karena dalam penelitian ini penulis langsung melakukan penelitian 
pada lokasi atau tempat-tempat yang ada diteliti untuk memberikan gambaran 
yang lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di 
BUMDes Sungai Tonang Barokah di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar 
Utara Kabupaten Kampar, sedangkan populasi dan sampelnya adalah semua 
bagian yang terkait dengan penelitian ini, sumber data yang digunakan, antara 
lain, data primer, data sekunder, dan data tersier, teknik pengumpulan data  yaitu 
dengan Observasi, wawancara dan studi literature. 
Adapun kesimpulan dari penelitian ini yang didapatkan dilapangan yaitu 
1)Penyelesaian kredit macet pada BUMDes Sungai Tonang sebahagian sudah 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga terdapat beberapa kredit 
macet yang belum mendapatkan titik temu dalam menyelesaikan angsuran 
pinjaman, pihak BUMDes dalam hal ini memilih penyelesaian kredit macet 
dengan cara penyelesaian melalui mediasi (Musyawarah mupakat). 2)Adapun 
Kendala antara lain adalah Tidak adanya peringatan dari pihak BUMDes Sungai 
Tonang terkait dengan Kredit Macet dan Rendahnya tingkat pendidikan dan 
pemahaman tentang Peraturan Perundang-undangan. Adapun saran dalam 
penelitian ini adalah :1) Dalam memberikan pinjaman seharusnya lebih 
memperhatikan lagi mana calon nasabah yang patut diberi pinjaman, dan mana 
yang seharusnya tidak diberikan pinjaman. 2)Sesekali debitur yang wanprestasi 
penyelesaiannya pada pengadilan negeri apabila jalan musyawarah tidak berhasil 
dilaksanakan. 
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A. Latar Belakang 
Dalam amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 dengan jelas dikatakan bahwa tujuan kemerdekaan itu 
adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 
bangsa secara adil dan makmur, mengutamakan kesejahteraan rakyat dan juga 
untuk membentuk manusia Indonesia yang seutuhnya. Dalam rangka 
pelaksanaan asas desentralisasi dibentuk dan disusun daerah provinsi, daerah 
kabupaten, daerah kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan 




Tujuan Pembangunan Nasional adalah mewujudkan masyarakat adil 
dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam 
suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam 
lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. 
Pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila yang mencakup seluruh 
aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan 
Pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan Pemerintah 
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Dedi Supriyadi Bratakusuma, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, (Jakarta: 










 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang  Pemerintahan 
Daerah (atau dikenal dengan otonomi daerah) Undang-Undang Nomor 33 
Tahun 2004 Tentang  Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah. Adapun tujuan pemberian otonomi daerah kepada daerah berorientasi 
kepada percepatan terwujudnya pertumbuhan serta pemerataan pembangunan, 
yaitu pembangunan dalam arti luas yang meliputi semua segi kehidupan 
masyarakat. Dengan demikian otonomi daerah lebih mengutamakan 
kelancaran pembangunan secara semaksimal mungkin dengan penuh rasa adil 
dan makmur secara merata.
3
 
 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang  DesaPasal 1 ayat 1 
Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain 
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
Batas Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan 
Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa 
masyarakat, hak usul-usul,dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati 
dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perubahan 
pada arah dan kebijakan pembangunan telah berlangsung sejak era Reformasi, 
yaitu berupa pengurangan peran Pemerintah Pusat dan peningkatan peran 
                                                             
2
Zulkarnain Ridlwan, Payung Hukum Pembentukan Bumdes, Fiat Justitia Jurnal Ilmu 
Hukum, Vol.7 No.3,Sep-Des, 2013 Diakses 20/10/2017. 
3
HAW, Wijaya, Penyelenggaraan Otonomi Indonesia, (Jakarta: PT.Raja Grafindo 








Inisiatif pembentukan Badan Usaha MilikDesa (BUMDes) oleh 
Pemerintah Kabupaten Kampar, Provinsi Riau sesuai Peraturan Menteri Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 
tentang  Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan 
Usaha Milik Desa (BUMDes) Pasal 5 ayat (1) dan (2).
5
 
Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, 
Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDes). Dasar hukum BUMDes juga diatur di dalam Undang-undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana di jelaskan pada Pasal 87 
ayat 1-3 sebagai mana berikut: 
Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM 
Desa. 
1. BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong-
royongan. 
2. BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau 
pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan 
Transmigrasi Tentang  Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 terdapat 
pada Pasal 4, antara lain : 
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang  Desa. 
5
Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 4 




1. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan 
program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdyaan 
masyarakat Desa.  
2. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagai mana dimaksud pada ayat (1) 
dapat digunakan untuk membiaya pelaksanaan program dan kegiatan 
prioritas yang bersifat lintas bidang.  
3. Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2), diharapakan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi 
masyarakat Desa berupa peningkatan keesejahteraan dan penanggulangan 
kemiskinan serta peningkatan pelayanan public di tingkat desa. 
”Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan 
usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa 
melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang 
dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk 
sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.” 
Berdasarkan Pasal 3 (tiga) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan 
Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 
2015 tentang  Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran 
Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut 
BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya 
dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari 
kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan 
usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa
6
. 
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Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 





Adapun tujuan di dirikannya BUMDes: 
1. Meningkatkan perekonomian Desa; 
2. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa; 
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi 
Desa; 
4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan 
pihak ketiga; 
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan 
layanan umum warga; 
6. Membuka lapangan kerja; 
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan 
umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan 
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.7 
Peraturan Desa Sungai Tonang Nomor 141 Tahun 2018 tentang 
Pengelolaan BUMDes dimana dijesakan pada pasal 14  ayat 1-3 sebagai 
berikut: 
1. Pengelolaan BUMDes berdasarkan pada AD/ART 
2. AD/ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disepakati 
melalui musyawarah desa. 
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Aryadji http:// berdesa.com/ informasi-lengkap-tentang -bumdes- yang-harus-anda 
ketahui/. Diakses pada tanggal 28 Februari 2019 Jam 17.55 wib. 
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Salah satu Unit Usaha yang dilakukan BUMDes Sungai Tonang 
Barokah adalah menyalurkan kredit untuk membantu para anggota maupun 
masyarakat yang membutuhkan modal untuk menjalankan usaha mereka, 
dengan adanya pinjaman ini anggota atau masyarakat merasa terbantu. 
Pemberian kredit oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sungai Tonang 
Barokah, tidak terlepas dari adanya tunggakan cicilan atau kredit macet yang 
dilakukan oleh nasabah. Hal ini disebabkan oleh kegagalan pihak debitur 
memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran (cicilan) yang telah 
disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian kredit. 
Kredit menurut Undang-Undang N0 10 Tahun 1998 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan 
bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 
dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara 
bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi 
hutangnya setelah waku tertentu.
9
 
Kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara 
mengangsur atau pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh 
bank atau badan lain. Demikian terlihat bahwa hubungan hukum antara 
pemberi kredit yaitu Bank sebagai kreditor dan penerima kredit, yaitu nasabah 
sebagai debitor didasarkan pada perjanjian yangdalam praktik perbankan 
dikenal dengan perjanjian kredit bank. Maka hubungan antara dan nasabah 
tersebut diatur oleh hukum perjanjian.
10
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Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1992 tentang Perbankan 
10




Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada 
seorang lain atau dimana dua orangitu saling berjanji untuk melaksanakan 
sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang 
tersebut dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkansuatu perikatan 
antara dua orang yang membuatnya.
11
 
Masalah hukum Perjanjian ketentuan umumnya dapat dilihat dalam 
Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menganut sistem 
terbuka dalam artihukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-
luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian asal tidak melanggar 
ketertiban umum dan kesusilaan. Pasal-pasal dari hukum perjanjian 
merupakan hukum pelengkap (optional law). Hal ini berarti bahwa pasal-pasal 
itu boleh dikesampingkan apabila dikehendaki oleh parapihak yang membuat 
perjanjian, mereka diperbolehkan membuat ketentuan sendiriyang 
menyimpang dari pasal-pasal hukum perjanjian.
12
 
Kegiatan pinjam meminjam uang yang terjadi dimasyarakat dapat 
diperhatikan bahwa umumnya sering di persyaratkan adanya jaminan utang 
oleh pihak pemberi pinjaman. Jaminan utang dapat berupa barang (benda) 
sehingga merupakan jaminan kebendaaan dan atau berupa janji penanggungan 
utang sehingga merupakan jaminan perseorangan. Jaminan kebendaan 
memberikan hak kebendaan kepada pemegang jaminan.
13
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Subekti, Hukum Perjanjian , Cet.22, (Jakarta: Intermasa,  2008), h. 1. 
12
Ibid, h. 2. 
13
Bahsan, Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, (Jakarta: Raja 




Pinjam-meminjam uang yang dikaitkan dengan persyaratan 
penyerahan jaminan utang banyak dilakukan oleh perorangan dan Badan 
Usaha. Badan Usaha umumnya secara tegas mensyaratkan kepada pihak 
peminjam untuk menyerahkan suatu barang (benda) sebagai objek jaminan 
utang pihak peminjam. Jaminan utang yang ditawarkan (diajukan) oleh pihak 
peminjam umumnya akan dinilai oleh badan usaha tersebut sebelum diterima 
sebagai objek jaminan atas pinjaman yang diberikan.
14
 
Penilaian yang seharusnya dilakukan sebagaimana yang biasa terjadi di 
bidang perbankan meliputi penilaian dari segi hukum dan dari segi ekonomi. 
Berdasarkan  penilaian dari kedua segi tersebut diharapkan akan dapat 
disimpulkan kelayakannya sebagai jaminan utang yang baik dan berharga. 
Dalam pelaksanaannya penilaian jaminan utang dari segi hukum, pihak 
pemberi pinjaman seharusnya melakukan menurut (berdasarkan) ketenteuan 
hukum yang berkaitan dengan objek jaminan utangdan ketentuan hukum 
tentang  penjaminan utang yang disebut sebagai hukumjaminan.
15
 
Jaminan kredit yang disetujui dan diterima bank selanjutnya akan 
mempunyai beberapa fungsi dan salah satunya adalah untuk mengamankan 
pelunasan kredit bila pihak peminjam cedera janji. Bila kredit yang diterima 
pihak peminjam tidak dilunasinya sehingga disimpulkan sebagai kredit macet, 
jaminan kredit yang di terima bank akan dicairkan untuk pelunasan kredit 
macet tersebut. Dengan demikian, jaminan kredit mempunyai peranan penting 
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Paris, Wanprestasi Peminajam Dalam Perjanjian Meminjam Uang Uang Dengan 
Kopersi Usaha Maju Bersama Di Kelurahan Bansir Laut Kecamatan Pontianak Tenggara Kota 






bagi pengamanan pengembalian dana bank yang disalurkan kepada pihak 
peminjam melalui pemberian kredit.  
Dari praktik perbankan dapat diperhatikan tentang  terjadinya 
penjualan (pencairan) objek jaminan kredit yang dilakukan untuk melunasi 
kredit macet pihak peminjam. Fungsi lain darijaminan kredit berkaitan dengan 
kesungguhan pihak peminjam untuk memenuhi kewajibannya untuk melunasi 
kredit sesuai dengan yang dipenjanjikan dan menggunakan dana yang 
dimilikinya secara baik dan berhati-hati. Kedua hal tersebut di harapkan akan 
mendorong pihak peminjam untuk melunasi utangnya sehingga akan dapat 
mencegah terjadinya pencairan jaminan kredit yang mungkin saja tidak 
diinginkannya karena mempunyai nilai (harga) yang lebih tinggi bila 
dibandingkan dengan utang pihak peminjam kepada bank.
16
 
BUMDes Sungai Tonang Barokah sebagai Lembaga yang bergerak 
dalam pemberian bantuan modal/uang kepada masyarakat dengan posisi 
sebagai kreditur dan anggota/kelompok masyarakat sebagai debitur, 
penurunan pinjaman menyebabkan kurangnya tingkat pengembalian uang 
sehingga pencairan dana berkurang. Menurut penelitian saya dilapangan 
terdapat beberapa hambatan yang dialami BUMDes Sungai Tonang Barokah 
dalam pemberian kredit terhadap masyarakat, yaitu terdapat beberapa debitur 
yang tidak memenuhi prestasi berupa pembayaran utang pokok sebagaimana 
yang telah ditetapkan dalam perjanjian kredit. Masyarakat di Desa Sungai 
Tonang Kec.Kampar Utara pada umumnya bermata pencaharian sebagai 






petani perkebunan karet dan sawit dan usaha kerambah ikan. Usaha tersebut 
yang tidak selalu berjalan lancar serta kebijakan harga karet dan sawit dan 
pakan ikan yang selalu tidak menentu membuat harga tidak stabil. 
Berdasarkan hal-hal yang di uraikan dalam latar belakang tersebut penulis 
tertarik untuk meneliti, tentang  “Penyelesaian Kredit Macet pada Bumdes 
Sungai Tonang Barokah di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar 
Utara Kabupaten Kampar” 
 
B. Batasan Masalah 
Berkenaan dengan latar belakang maslah yang dikemukakan diatas 
maka dalam penelitian ini perlu dilakukan pembatasan masalah yang dikaji 
agar tidak menyimpang dari judul dan tujuan penelitian maka penulis hanya 
membatasi permasalahan ini pada: Penyelesaian Kredit Macet pada BUMDes 
Sungai Tonang Barokah. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah dan uraian permasalahan diatas, 
maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu:  
1. Bagaimana penyelesaian kredit macet pada BUMDes Sungai Tonang 
Barokah di Desa Sungai TonangKecamatan Kampar Utara Kabupaten 
Kampar ?  
2. Apa faktor kendala dalam penyelesaian kredit macet pada BUMDes 
Sungai Tonang Barokah di Desa Sungai TonangKecamatan Kampar Utara 




D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Ada pun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a. Untuk mengetahui penyelesaian kredit macet pada BUMDes Sungai 
Tonang Barokah. 
b. Untuk mengetahui faktor kendala dalam penyelesaian kredit macet 
pada BUMDes Sungai Tonang Barokah. 
2. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
a. Manfaat penelitian 
1) Untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar 
sarjana Hukum (S1). 
2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 
bagi perkembangan dan kemajuan Ilmu Hukum pada umumnya dan 
Hukum Bisnis pada khususnya menegenai penyelesaian kredit macet 
pada BUMDes. 
3) Hasil penelitian dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri dan menambah 
minat pembaca dalam memperkaya ilmu pengetahuan. 
 
E. Metode Penelitian 
Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data 
dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
17
Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian 
itu berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. 
Rasional berarti kegiatan penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk 
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akal. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra 
manusia, sehingga orang lain dapat mengetahui cara-cara yang digunakan. 
Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan 
langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.
18
 
1. Jenis dan Sifat Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu 
penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum 
dan menganalisa pengaturan Perundang-undangan yang terkait dan 
berlaku.
19
 Adapun dalam Penelitian ini penulis akan terjun langsung 
kelapangan untuk memperoleh data dengan menggunakan wawancara. 
Sifat penelitiannya termasuk kedalam penelitian deskriptif yang 
melukiskan suatu kejadian didaerah tertentu pada saat tertentu yang 
mempunyai gambaran data awal permasalahan yang akan di teliti terutama 
berkaitan dengan judul ini. 
2. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian ini di BUMDes Sungai Tonang Barokah yang 
terletak di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten 
Kampar Jl. Peltu Syaidan Kode Pos 28416. 
3. Subjek dan Objek Penelitian 
Sebagai subjek penelitian adalah Direktur  dan nasabah BUMDes 
Sungai Tonang Barokah. Sedangkan yang menjadi Objek dari penelitian 
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Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.24. 
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ini adalah penyelesaian kredit macet terhadap BUMDes Sungai Tonang 
Barokah. 
4. Populasi dan Sampel 
a. Populasi 
Populasi penelitian adalah keseluruhan sampel penelitian atau 
objek yang akan diteliti adalah sebagai berikut: 1 orang Direktur 




Sampel adalah sebagian yang di ambil dari seluruh objek yang 
diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi.
21
 Teknik pengambilan 
sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Purposive 
sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan menentukan 
kriteria-kriteria tertentu. 
Tabel I.1 
Populasi dan Sampel 
 





1 Direktur BUMDes 1 orang 1 orang 100% 
2 Nasabah BUMDes 40 orang 10 orang 25% 
3 Kepala Desa 1 orang 1 orang 100% 
 Jumlah 42 orang 12 orang  - 
Sumber data: data penelitian 2019 
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5. Jenis dan Sumber Data 
a. Data Primer  
Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama.
22
 
Data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui responden 
dengan cara pengumpulan data, instrumen penelitian dengan 
wawancara dengan pihak yang ada hubungannya dengan permasalahan 
yang penulis teliti. 
b. Data Sekunder 
c. Data sekunder adalah data yang diperoleh penulis dari berbagai studi 
kepustakan serta perundang-undangan, buku literlatur serta pendapat 
para ahli yang berkaitan dengan permasalahan peneliti ini. 
d. Data Tersier 
Data tersier adalah bahan-bahan member penjelasan terhadap 
data primer dan sekunder.Adapun data diguanakan dalam penelitian ini 
kamus hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris 
Website, Ensiklopedia. 
6. Metode Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data perlu dilakukan oleh peneliti bertujuan 
untuk mendapatkan data-data yang valid dalam penelitian. Peneliti 
menggunakan metode-metode sebagi berikut: 
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Adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap 
gejala yang tampak pada objek penelitian digunakan untuk mengukur 
tingkah laku ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat 





Merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan 
secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.
24
 Adapun wawancara yang 
dilakukan ditujukan langsung kepada Direktur BUMDes, Nasabah 
BUMDes dan Kepala Desa. 
c. Kajian kepustakaan  
Yaitu penulis mengambil, mengkaji, menelaah dan 
menganalisis berbagai kutipan dari buku bacaan, literature, atau buku 
pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan 
diteliti. 
7. Teknik Analisis Data 
Setelah semua data diperoleh dan dikumpulkan, baik data primer 
maupun data sekunder, kemudian data-data tersebut dikelompokkan 
berdasarkan jenisnya dari kedua masalah pokok yang diteliti. Data yang 
diperoleh dari wawancara disajikan dalam bentuk uraian kalimat. 
Kemudian diolah dan disajikan dengan cara membandingkan antara data 
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lapangan dengan pendapat para ahli atau dengan peraturan perundang-
undangan yang dijadikan dasar yuridis dalam penelitian. Kemudian  
penulis mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode induktif 
yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus terhadap 
hal-hal yang bersifat umum. 
 
F. Sistematika Penulisan 
BAB I  :  PENDAHULUAN 
  Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang Masalah, 
batasan Masalah,Rumusan Masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian. 
BAB II  :  GAMABARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
  Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang gamabaran umum 
tenang lokasi penelitian yaitu BUMDes Sungai Tonang Di Desa 
Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar. 
BAB III  :  TINJAUAN PUSTAKA 
  Dalam bab ini berisikan tentang konsep-konsep yang 
berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian yang 
meliputi tentang peneyelesaian kredit macet pada BUMDes 
Sungai Tonang Barokah. 
BAB IV  :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
  Pada bab ini akan membahas tentang penyelesaian kredit macet 
pada BUMDes Sungai Tonang Barokah sehingga dapat 
mengetahui maksud dan tujuan dari penelitian ini. 
BAB VI  :  PENUTUP 





GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 
A. Profil Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara  
Jauh sebelum Indonesia merdeka, terdapat di Negeri Kampar 
(Kabupten Kampar) yakni Kenegerian Air Tiris diantara Kampung yang ada 
dibawah kenegerian Air tiris adalah Kampung Muara Jalai. Kampung Muara 
Jalai adalah Kampung yang berbatas langsung dengan Kenegerian Airtiris. 
Kampung Muara Jalai terbagi Tiga yaitu:
25
 
1. Muara Jalai  
2. Sungai Tanang  
3. Padang Tarap  
Pada Tahun 2001 seiring dengan perkembangan Zaman Dusun II 
Sungai Tanang mekar menjadi sebuah Desa yang dimekarkan dari Desa 
Muara Jalai sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor: 213/2001 
Tanggal 22 Oktober 2001 tentang  Penyerahan Desa Persiapan dalam 
Kabupaten Kampar. Sebelum menjadi Desa Defenitif, Desa Sungai Tonang 
dipimpin oleh Penjabat Sementara Kepala Desa Persiapan Sungai Tonang 
yaitu Rosman Ramli sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor: 
141/Pemdes/XII/2001/255 tentang  Pengangkatan Penjabat Sementara Kepala 
Desa Persiapan Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. 
Pada masa Pemerintahan Pjs.Kepala Desa ini kegiatan Desa Sungai Tonang 
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banyak digunakan untuk menata kelembagaan kelompok masyarakat tersebut 
walaupun masih bersipat sederhana, mulai dari pembagian regu yang nantinya 
berkembang menjadi dusun dan penataan kelompok-kelompok pertanian yang 
lain. Pada saat itu kegiatan kelompok masyarakat ini banyak bekerja pada 
sektor pertanian dan pada kelompok kecil pada sektor perkebunan. 
26
 
Setelah menjadi Desa Defenitif, maka diadakan Pemilihan Kepala 
Desa untuk pertama kalinya pada tanggal 24 September 2005 dan yang terpilih 
untuk menjabat sebagai Kepala Desa adalah Rosman Ramli dengan masa 
jabatan dari tanggal 15 Desember 2005 sampai 15 Desember 2011. 
Selanjutnya setelah habis periode masa Pemerintahan Rosman Ramli, 
masyarakat Desa Sungai Tonang memilih Pemimpin baru untuk kedua kalinya 
pada tahun 2012 yang mana Pemilihan tersebut dimenangkan oleh H. 
Suhaimi, pemilihan Kepala Desa dilakukan secara langsung yang diikuti oleh 
dua orang calon. Desa Sungai Tonang dibagi menjadi dua Dusun, yaitu 
sebagai berikut: 
1. Dusun I Sungai Tonang  
2. Dusun II Sungai Tonang  
Dimana dari dua Dusun tersebut terdapat pula RW dan RT yang sudah 
dibagi-bagi menjadi 5 RW dan 10 RT, yaitu sebagai berikut: 
1. Dusun I Sungai Tonang terdiri dari:  
a. RW 01 Dusun I Sungai Tonang yang terdiri dari dua RT: 
1) RT 01 RW 01 Dusun I Sungai Tonang  






2) RT 02 RW 01 Dusun I Sungai Tonang  
b. RW 02 Dusun I Sungai Tonang yang terdiri dari dua RT:  
1) RT 01 RW 02 Dusun I Sungai Tonang  
2) RT 02 RW 02 Dusun I Sungai Tonang  
c. RW 03 Dusun I Sungai Tonang yang terdiri dari dua RT:  
1) RT 01 RW 03 Dusun I Sungai Tonang  
2) RT 02 RW 03 Dusun I Sungai Tonang  
2. Dusun II Sungai Tonang terdiri dari :  
a. RW 01 Dusun II Sungai Tonang yang terdiri dari dua RT:  
1) RT 01 RW 01 Dusun II Sungai Tonang  
2) RT 02 RW 01 Dusun II Sungai Tonang  
b. RW 02 Dusun II Sungai Tonang terdiri dari dua RT:  
1) RT 01 RW 02 Dusun II Sungai Tonang  
2) RT 02 RW 02 Dusun II Sungai Tonang  
Diantara Kepala Desa yang pernah menjadi Kades adalah sebagai berikut:  
a. Tahun (2001-2005) ROSMAN RAMLI sebagai Pjs.Kepala Desa 
Persiapan  
b. Tahun (2005-2011) ROSMAN RAMLI sebagai Kepala Desa  
c. Tahun (2012-2018) H. SUHAIMI sebagai Kepala Desa 
3. Batas Wilayah Desa 
Letak geografi Desa Sungai Tonang, terletak diantara : 





b. Sebelah Timur berbatasan dengan sungai Kampar dan Desa Muara Jalai 
Kecamatan Kampar Utara  
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Kampar  





B. Profil BUMDes Sungai Tonang Barokah  
Sejarah BUMDes di Provinsi Riau tidak terlepas dari keberadaan 
Program Pemberdayaan Desa (PPD), Program Pemberdayaaan Desa (PPD) 
adalah suatu bentuk program penanggulangan kemiskinan sebagai upaya 
untuk menyelesaikan masalah rendahnya kesejahteraan rakyat yang 
merupakan kewajiban pemerintah sesuai agenda utama pembangunan nasional 
serta dalam keputusan Gubernur Riau Nomor 592/IX/2004.
28
 
Sejarah BUMDes di Provinsi Riau tidak terlepas dari keberadaan 
Program Pemberdayaan Desa (PPD), Program Pemberdayaaan Desa (PPD) 
adalah suatu bentuk program penanggulangan kemiskinan sebagai upaya 
untuk menyelesaikan masalah rendahnya kesejahteraan rakyat yang 
merupakan kewajiban pemerintah sesuai agenda utama pembangunan nasional 
serta dalam keputusan Gubernur Riau Nomor 592/IX/2004.  
Dana Desa secara nyata juga telah mensejahterakan masyarakat. Dana 
Desa mampu menciptakan peluang-peluang kerja yang tak pernah terpikirkan 
sebelum adanya Dana Desa. BUMDes adalah contoh yang paling bisa diukur. 








Tahun 2016 Desa Sungai Tonang mendirikan BUMDes dengan modal 
penyertaan dari dana desa sebesar Rp.60, 000,000,- juta ditambah anggaran 
2017 sebesar Rp. 100,000,000.-. Modal sosial yang kuat menjadi prasyarat 
BUMDes. 
BUMDes tersebut diberi nama BUMDes Sungai Tonang Barokah. 
Kebutuhan masyarakat, tak hanya berorientasi pada penumpukan laba semata, 
melalui dana desa pula, BUMDes ini memberikan pelatihan bagi kelompok-
kelompok Tani kecil yang ada di desa. Pelatihan ini membekali mereka yang 
ingin memajukan kelompok-kelompk Tani tentang  apa-apa saja yang harus 
dilakukan. 
Visi BUMDesa Sungai Tonang (Sungai Tonang Barokah) adalah 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Sungai Tonang. Misi BUM 
Desa Sungai Tonang (Sungai Tonang Barokah) adalah untuk memudahkan 
perputaran barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, serta memudahkan 
masyarakat Desa untuk mendapatkan modal usaha dalam skala kecil dan 
berimbang sesuai dengan kemampuan modal yang dikelola BUM Desa. 
Maksud pendirian BUM Desa (Sungai Tonang Barokah) adalah sebagai upaya 
menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum 
yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa. Tujuan pembentukan 
BUM Desa (Sungai Tonang Barokah) adalah:
29
 
Meningkatkan perekonomian Desa;  
1. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;  
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2. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi 
Desa;  
3. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan 
pihak ketiga;  
4. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan 
layanan umum warga;  
5. Membuka lapangan kerja;  
6. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan 
umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan  
7. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.  
 
C. Struktur Organisasi BUMDes Sungai Tonang Barokah  
Setiap badan organisasi atau pun perusahaan mempunyai tujuan atau 
kehendak yang telah ditetapkan jauh sebelumnya dalam proses perencanaan. 
Langkah utama dalam mencapai tujuan adalah merencanakan dan 
merumuskan struktur organisasi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan 
organisasi serta mencerminkan unsur kejelasan dan fleksibel. Hal ini 
dimaksud karena struktur organisasi merupakan alat dan kerangka dasar yang 
membantu organisasi mencapai tujuan. 
Proses perencanaan struktur organisasi ini membuat gambaran, 
pengaturan dan pengklasifikasian tugas, tanggung jawab dan serta wewenang 
personal serta bagian dari seksi yang ada pada organisasi. Disamping itu 
didalam struktur harus pula menggambarkan jaringan-jaringan koordinasi atau 




terkait. Dengan demikian struktur organisasi yang menata proses dan 
mekanisme kerja dan sekaligus memungkinkan pemilihan strategi dan 
kebijaksanaan yang selaras dalam upaya mencapai tujuan organisasi secara 
lebih sehat dan efektif. 








Sumber: BUMDes Sungai Tonang Barokah 2020 
Struktur Kepengurusan BUMDes diatas sewaktu – waktu dapat 
berubah jika terjadi penambahan Unit Usaha ataupun penambahan pengurus 
BUMDes. 
 
D. Kegiatan Usaha BUMDes Sungai Tonang Barokah  
1. Bisnis yang berproduksi dan/atau berdagang (trading) barang-barang 
tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada 
skala pasar yang lebih luas, dapat menjalan kegiatan perdagangan 
meliputi:  






Kepala Unit Usaha 
Kepala Unit Usaha 
 











c. sarana produksi pertanian;  
d. kegiatan bisnis produktif lainnya; 
2. Bisnis keuangan (financial business) yang memenuhi kebutuhan usaha-
usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa, dapat 
memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh 
masyarakat Desa, meliputi:  
a. Lembaga Keuangan Mikro;  
b. Koperasi simpan pinjam;  
c. Badan Kredit Desa;  
d. Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP);  
e. Unit Pengelola Keuangan dan Usaha (UPK); dan  
f. Lembaga keuangan lainnya.  
3. Menjalankan usaha bersama (holding) sebagai induk dari unit-unit usaha 
yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa 
maupun kawasan perdesaan misalnya usaha bersama Desa Wisata yang 
















A. Tinjauan Umum Tentang  Perjanjian 
1. Pengertian Perjanjian 
Perjanjian memiliki definisi yang berbeda-beda menurut pendapat 
para ahli yang satu dengan yang lain. Secara umum, menurut Kamus Besar 
Bahasa Indonesia perjanjian adalah persetujuan (baik lisan maupun 
tulisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat 
akan menaati apa yang disebut dalam persetujuan itu. Wirjono 
Prodjodikoro mengartikan perjanjian sebagai suatu hubungan hokum 
mengenai harta benda antara kedua belah pihak, dalam mana satu pihak 
berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu.
30
 
Subekti mengatakan bahwa, Perjanjian adalah suatu peristiwa di 
mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana 2 (dua) orang itu 
saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, yang dalam bentuknya 
perjanjian itu dapat dilakukan sebagai suatu rangkaian perkataan yang 
mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan secara lisan 
maupun tertulis.
31
M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa, perjanjian 
maksudnya adalah hubungan hukum yang menyangkut hukum kekayaan 
antara dua orang atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan 
kewajiban pada pihak lain tentang  suatu prestasi.
32
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Rahmat Setiawan mengemukakan bahwa, Pasal 1313 KUH Perdata 
tersebut terdapat kelemahan dan dianggap belum lengkap, karena hanya 
menyebutkan perjanjian sepihak saja dan juga sangat luas, karena dengan 
dipergunakannya perbuatan tersebut harus diartikan sebagai perbuatan 
hukum yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat-akibat 
hukum. Menambah perkataan saling mengikatkan diri dalam Pasal 1313 
KUH Perdata, sehingga perumusannya menurut beliau menjadi perjanjian 
adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih saling 
mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.
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Salim H.S menyebutkan bahwa kontrak atau perjanjian merupakan 
hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum 
yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu 
berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban 
untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.
34
 
Adapun pengertian perjanjian diatur di dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata. Pengertian perjanjian ini tertuang dalam Pasal 
1313 KUH Perdata yaitu  suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan 
mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain 
atau lebih. Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang  pengertian 
perjanjian yang menggambarkan tentang  adanya dua pihak yang saling 
mengikatkan diri. 
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Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan 
pengertian ini, sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak 
mengikatkan diri kepada pihak lain. Abdulkadir Muhammad 
mengemukakan bahwa, perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana 
dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu 
hal dalam lapangan hukum harta kekayaan.
35
Menurut Abdulkadir 
Muhammad ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata kurang tepat, karena ada 
beberapa kelemahan yang perlu dikoreksi. Kelemahan-kelemahan tersebut 
adalah sebagai berikut : 
a. Hanya menyangkut sepihak saja. Hal ini dapat diketahui dari rumusan 
kata kerja “mengikatkan diri”, sifatnya hanya datang dari satu pihak 
saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya rumusan itu ialah 
“saling mengikatkan diri”, jadi ada konsensus antara dua pihak. 
b. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsesus. Dalam pengertian 
“perbuatan” termasuk juga tindakan penyelenggaraan kepentingan 
(zaakwaaneming), tindakan melawan hukum (onrechtmatige daad) 
yang tidak mengandung konsensus. Seharusnya dipakai istilah 
“persetujuan”. 
c. Pengertian perjanjian terlalu luas. Pengertian perjanjian mencakup juga 
perjanjian kawin yang diatur dalam bidang hukum keluarga. Padahal 
yang dimaksud adalah hubungan antara debitur dengan kreditur 
mengenai harta kekayaan. Perjanjian yang diatur dalam Buku III KUH 
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Perdata sebenarnya hanya meliputi perjanjian yang bersifat kebendaan, 
bukan bersifat kepribadian (personal). 
d. Tanpa menyebut tujuan. Dalam rumusan pasal itu tidak disebutkan 
tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak mengikatkan diri 
itu tidak jelas untuk apa. 
Berdasarkan kelemahan-kelemahan, maka perjanjian dapat 
dirumuskan sebagai berikut: “Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan 
mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan 
suatu hal dalam lapangan harta kekayaan”.  
Berdasarkan beberapa pengertian tentang  perjanjian diatas, bahwa 
suatu perikatan lahir dari sebuah perjanjian atau persetujuan. Namun dari 
pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata di atas masih 
terdapat ketidakjelasan di dalamnya, hal ini disebabkan dalam rumusan 
tersebut hanya disebutkan perbuatan saja, sehingga yang bukan perbuatan 
hukum pun disebut dengan perjanjian. Untuk memperjelas pengertian itu 
maka harus dicari dalam doktrin. Menurut doktrin teori lama yang disebut 
perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk 
menimbulkan akibat hukum.  
Definisi ini, telah tampak adanya asas konsesualisme dan 
timbulnya akibat hukum atau tumbuh atau lenyapnya hak dan kewajiban. 
Teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan 
perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih 




baru tersebut tidak  hanya melihat perjanjian semata-mata, tetapi juga 
harus melihat perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya.
36
 
2. Syarat Sahnya Perjanjian 
Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata 
atau Pasal 1365 buku IV NBW (BW Baru) Belanda. Pasal 1320 KUH 
Perdata menentukan empat syarat sahnya perjanjian, antara lain : 
a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak 
b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum; 
c. Adanya objek, dan; 
d. Adanya kausa yang halal. 
Keempat hal itu, dikemukakan berikut ini : 
a. Kesepakatan (Toesteming/Izin) Kedua Belah Pihak  
Syarat yang pertama sahnya kontrak adalah kesepakatan atau 
konsensus para pihak. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat 
(1) KUH Perdata. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah 
persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan 
pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak 
itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain. Ada lima cara terjadinya 
persesuaian pernyataan kehendak, yaitu dengan : 
1) Bahasa yang sempurna dan tertulis; 
2) Bahasa yang sempurna secara lisan; 
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3) Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak 
lawan.Karena dalam kenyataannya seringkali seseorang 
menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi 
dimengerti oleh pihak lawannya; 
4) Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya; 
5) Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima pihak 
lawan. 
Pada dasarnya, cara yang paling banyak dilakukan oleh para 
pihak, yaitu dengan bahasa yang sempurna secara lisan dan secara 
tertulis. Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar 
memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti 
yang sempurna, di kala timbul sengketa di kemudian hari. 
b. Kecakapan Bertindak 
Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk 
melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang 
akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan 
mengadakan perjanjianharuslah orang-orang yang cakap dan 
mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, 
sebagaimana yang ditentukan oleh Undang- Undang. Orang yang 
cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang 
yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 
tahun dan atau sudah kawin. Orang yang tidak berwenang untuk 




1) Anak di bawah umur (minderjarigheid); 
2) Orang yang ditaruh di bawah pengawasan, dan 
3) Istri (Pasal 1330 KUH Perdata). Akan tetapi dalam 
perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum, 
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 UU Nomor 1 Tahun 1974 
jo. SEMA No. 3 Tahun 1963. 
c. Adanya Objek Perjanjian (Onderwerp der Overeenskomst) 
Yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok 
perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan 
apa yang menjadi hak kreditur. Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif 
dan negatif. Menurut Pasal 1234 KUH Perdata, Prestasi terdiri dari 
memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.
37
 
Suatu objek tertentu atau prestasi tertentu merupakan objek 
perjanjian, prestasi yang wajib dipenuhi. Prestasi itu harus tertentu atau 
sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Kejelasan mengenai objek 
perjanjian adalah untuk memungkinkan pelaksanaan hak dan 
kewajiban pihak-pihak. Jika objek perjanjian atau prestasi itu kabur, 




d. Adanya Causa Yang Halal (Geoorloofde Oorzaak) 
Dalam Pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian 
orzaak (causa yang halal). Di dalam Pasal 1337 KUH Perdata hanya 
                                                             
37
Ibid, h. 34. 
38




disebutkan causa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila 
bertentang an dengan Undang- Undang, kesusilaan dan ketertiban 
umum. 
Syarat yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif, karena 
menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan 
syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut 
objek perjanjian. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi 
maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Artinya, bahwa salah satu pihak 
dapat mengajukan kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjian 
yang disepakatinya. Tetapi apabila para pihak tidak ada yang keberatan 
maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Syarat ketiga dan keempat 
tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya, bahwa 
dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada.
39
 
3. Asas-Asas Perjanjian 
Hukum perjanjian mengenal beberapa asas penting yang 
merupakan dasar kehendak pihak-pihak untuk mencapai tujuan. Beberapa 
asas tersebut adalah sebagaimana diuraikan berikut ini : 
a. Asas Kebebasan Berkontrak 
Asas kebebasan berkontrak erat dengan isi, bentuk serta jenis 
perjanjian. Menurut asas ini, setiap orang bebas mengadakan 
perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur atau belum diatur dalam 
Undang-Undang. Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari 
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ketentuan Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi: “semua 
perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi 
mereka yang membuatnya”.  
Jadi dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat 
diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja 
(tentang  apa saja) dan perjanjian itu mengikat mereka yang 
membuatnya seperti suatu undang-undang. Asas kebebasan berkontrak 
adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak 
untuk : 
1) Membuat atau tidak membuat perjanjian, 
2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun, 
3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan 
4) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan. 
Kebebasan yang diberikan tersebut tidak bersifat mutlak, 
melainkan ada pembatasan yang diatur dalam Pasal 1337 KUH 
Perdata, yaitu bahwa perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentang an 
dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. 
b. Asas Konsensualisme 
Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 
Ayat (1) KUH Perdata. Asas ini memperlihatkan bahwa pada dasarnya 
suatu perjanjian yang dibuat secara lisan antara dua atau lebih orang 
telah mengikat, dan karenanya telah melahirkan kewajiban bagi salah 




orang tersebut mencapai kesepakatan atau consensus, meskipun 
kesepakatan tersebut telah dicapai secara lisan sematamata. Asas ini 
mengandung arti bahwa perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya 
kata sepakat (consensus) antara pihak-pihak mengenai pokok 
perjanjian. Sejak saat itu perjanjian mengikat dan mempunyai akibat 
hukum. 
c. Asas Pacta Sunt Servanda  
Asas pacta sunt servanda atau disebut juga dengan asas 
kepastian hukum. Asas pacta sunt servanda merupakan asas dalam 
perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. 
Asas ini dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata, 
yang berbunyi: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku 
sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Sedangkan 
pada Pasal 1338 Ayat (2) KUH Perdata ditentukan bahwa: 
“persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan 
sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh 
undangundang dinyatakan cakap untuk itu”. 
d. Asas Obligator 
Asas ini mempunyai arti bahwa perjanjian yang dibuat oleh 
pihak-pihak itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja, 
belum mengalihkan hak milik. Hak milik baru beralih apabila 
dilakukan dengan perjanjian yang bersifat kebendaan (zakelijke 




Prancis tidak mengenal perjanjian obligator. Perjanjian yang dibuat itu 
sekaligus bersifat zakelijk, yaitu memindahkan hak milik. Hukum 
perdata Prancis tidak mengenal lembaga penyerahan (levering). 
Misalnya, dalam jual beli, sejak terjadi perjanjian jual beli, secara 




e. Asas Itikad Baik 
Asas itikad baik ini berkaitan dengan pelaksanaan suatu 
perjanjian. Bahwa orang yang akan membuat perjanjian harus 
dilakukan dengan itikad baik. Asas ini dapat disimpulkan dari 
ketentuan Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata, yaitu bahwa: 
“persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”. 
Itikad baik dibedakan menjadi dua, yaitu itikad baik dalam arti 
subyektif dan itikad baik dalam arti obyektif. Itikad baik dalam 
pengertian yang subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang 
yaitu apa yang terletak pada seorang pada waktu diadakan perbuatan 
hukum. Sedangkan itikad baik dalam pengertian obyektif adalah 
bahwa pelaksanaan suatu perjanjian hukum harus didasarkan pada 
norma kepatuhan atau apa yang dirasa sesuai dengan yang patut dalam 
masyarakat. Dengan asas itikad baik maka akan timbul kepercayaan 
satu sama lain yang saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. 
Dengan demikian suatu perjanjian telah dilaksanakan dengan asas 
itikad baik apabila para pihak bersikap jujur serta mengindahkan 
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norma-norma kepatutan dan kesusilaan untuk mencapai satu sisi tujuan 
hukum, yaitu sisi keadilan mencapai kepastian hukum. 
Mariam Darus Badrulzaman, menjelaskan delapan asas-asas 
hukum perjanjian, yaitu : 
a. Asas Kepercayaan, mengandung pengertian bahwa setiap orang yang 
akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang 
diadakan di antara mereka di kemudian hari. 
b.  Asas Persamaan Hukum, bahwa subjek hukum yang mengadakan 
perjanjian mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama 
dalam hukum. 
c. Asas Keseimbangan, adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak 
untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian. 
d. Asas Kepastian Hukum, bahwa perjanjian sebagai figur hukum harus 
mengandung kepastian hukum, yaitu sebagai undang-undang bagi 
yang membuatnya. 
e. Asas Moral, yaitu suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak dapat 
menuntut hak baginya untuk menggugat prestasi dari pihak debitur. 
f. Asas Kepatutan, yaitu tertuang dalam Pasal 1339 KUH Perdata. Asas 
ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. 
g. Asas Kebiasaan, asas ini dipandang sebagai bagian dari perjanjian. 
h. Asas Perlindungan, bahwa antara debitur dan kreditur harus dilindungi 
oleh hukum. Namun, yang perlu mendapat perlindungan itu adalah 
pihak debitur, karena pihak debitur berada pada pihak yang lemah.
41
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Asas-asas inilah yang menjadi dasar pijakan dari para pihak dalam 
menentukan dan membuat kontrak. 
4. Unsur-Unsur Perjanjian 
a. Essentialia, ialah unsur yang mutlak harus ada bagi terjadinya 
perjanjian. Unsur ini mutlak harus ada agar perjanjian itu sah, 
merupakan syarat sahnya perjanjian. Unsur essentialia dalam 
perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi yang 
wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak yang mencerminkan 
sifat dari perjanjian tersebut, yang membedakankannya secara prinsip 
dari jenis perjanjian lainnya. Unsur essentialia ini pada umumnya 
dipergunakan dalam memberikan rumusan, definisi, atau pengertian 
dari suatu perjanjian. 
b. Naturalia, yaitu unsur yang lazimnya melekat pada perjanjian, yaitu 
unsure yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara 
diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena 
sudah merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian. Unsur 
naturalia pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu, setelah unsur 
essentialia diketahui secara pasti. Misalnya dalam perjanjian yang 
mengandung unsur essentialia jual-beli, pasti akan terdapat unsur 
naturalia berupa kewajiban dari penjual untuk menanggung kebendaan 
yang dijual dari cacat-cacat tersembunyi. Sehubungan dengan hal itu, 
maka berlakulah ketentuan Pasal 1339 KUH Perdata yang menyatakan 




dengan tegas dinyatakan di dalamnya, melainkan juga untuk segala 
sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, 
kebiasaan, atau Undang-Undang.” 
c. Accidentalia, yaitu unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang 
merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang 
oleh para pihak sesuai dengan kehendak para pihak, merupakan 
persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para 
pihak. Dengan demikian, maka unsur ini pada hakekatnya bukan 
merupakan suatu bentuk prestasi yang harus dilaksanakan atau 
dipenuhi oleh para pihak.
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5. Akibat Perjanjian yang Sah 
Suatu perjanjian memenuhi syarat-syarat sah Pasal 1320 KUH 
Perdata dan syarat-syarat sah di luar Pasal tersebut, akibat hukumnya 
adalah berlaku ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata. Menurut ketentuan 
Pasal 1338 KUH Perdata bahwa: “Semua perjanjian yang dibuat secara 
sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, 
perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat 
kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang 
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Maksud ketentuan “Berlaku sebagai Undang-Undang”, artinya 
perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa serta memberi 
kepastian hokum kepada pihak-pihak yang membuatnya. Pihak-pihak 
wajib menaati perjanjian itu sama dengan mentaati undang-undang. 
Apabila ada pihak yang melanggar perjanjian yang mereka buat, dia 
dianggap sama dengan melanggar undangundang sehingga diberi akibat 
hukum tertentu, yaitu sanksi hukum. Jadi, siapa yang melanggar 
perjanjian, dia dapat dituntut dan diberi hukuman seperti yang telah 
ditetapkan dalam undang-undang (perjanjian). 
Maksud ketentuan “Pelaksanaan dengan iktikad baik”, ada dua 
macam, yaitu sebagai unsur subjektif dan sebagai ukuran objektif untuk 
menilai pelaksanaan. Dalam hukum benda unsur subjektif berarti 
“kejujuran“ atau “kebersihan“ si pembuatnya. Namun dalam Pasal 1338 
ayat 3 KUH Perdata, bukanlah dalam arti unsur subjektif ini, melainkan 
pelaksanaan perjanjian itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-
norma kepatutan dan kesusilaan. Jadi yang dimaksud dengan itikad baik 
disini adalah ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian itu. 
Adapun yang dimaksud dengan kepatutan dan kesusilaan itu, Undang-
undang pun tidak memberikan perumusannya, karena itu tidak ada 
ketepatan batasan pengertian istilah tersebut. Tetapi jika dilihat dari arti 
katanya, kepatutan artinya kepantasan, kelayakan, kesesuaian, kecocokan, 
sedangkan kesusilaan artinya kesopanan, keadaban. Dari arti kata ini dapat 




pantas, layak, sesuai, cocok, sopan dan beradab, sebagaimana sama-sama 
dikehendaki oleh masing-masing pihak yang berjanji.
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6. Pelaksanaan Perjanjian 
Pelaksanaan perjanjian adalah perbuatan merealisasikan atau 
memenuhi kewajiban dan memperoleh hak yang telah disepakati oleh 
pihak-pihak sehingga tercapai tujuan mereka. Masing-masing pihak 
melaksanakan perjanjian dengan sempurna dan itikad baik sesuai dengan 
persetujuan yang telah dicapai. Pelaksanaan suatu perjanjian pada 
dasarnya selalu berupa pemenuhan kewajiban dan perolehan hak secara 
timbal balik antara pihak-pihak. Kewajiban diklasifikasikan menjadi 
kewajiban pokok dan kewajiban pelengkap. Kewajiban pokok merupakan 
esensi perjanjian dan kewajiban pelengkap merupakan penjelasan terhadap 
kewajiban pokok. Dengan perkataan lain, kewajiban pokok bersifat 
fundamental essencial, sedangkan kewajiban pelengkap bersifat formal 
procedural. Pada kewajiban utama (pokok), jika terjadi pelanggaran atau 
wanprestasi, dapat memutuskan (membatalkan) perjanjian. Termasuk 
kewajiban pokok adalah perbuatan penyerahan benda atau hak milik atas 
benda, melakukan pekerjaan tertentu, pelayanan jasa, pembayaran 
sejumlah uang harga benda dan upah pelayanan jasa. 
a. Kewajiban Pokok, Kewajiban Pelengkap, Kewajiban Diam-Diam 
1) Kewajiban pokok 
Kewajiban pokok adalah kewajiban fundamental essencial 
dalam setiap perjanjian. Jika kewajiban pokok tidak dipenuhi, akan 
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memengaruhi tujuan perjanjian. Pelanggaran kewajiban pokok 
akan memberikan kepada pihak yang dirugikan hak untuk 
membatalkan atau memutuskan perjanjian, atau meneruskan 
perjanjian pokok merupakan dasar keseluruhan perjanjian. Suatu 
perjanjian dapat mencapai tujuan atau tidak, bergantung pada 
pemenuhan kewajiban pokok. 
2) Kewajiban Pelengkap 
Kewajiban pelengkap adalah kewajiban yang kurang 
penting, yang sifatnya hanya melengkapi kewajiban pokok (formal 
procedural). Tidak ditaati kewajiban pelengkap tidak akan 
memengaruhi tujuan utama perjanjian dan tidak akan membatalkan 
atau memutuskan perjanjian, tetapi mungkin hanya menimbulkan 
kerugian dan memberi hak kepada pihak yang dirugikan untuk 
menuntut ganti kerugian. 
3) Kewajiban Diam-Diam  
Kewajiban diam-diam dalam perjanjian hanya terjadi dalam 
hal tidak ada ketentuan tegas. Akan tetapi, kewajiban diam-diam 
umumnya dapat dikesampingkan oleh kewajiban yang tegas 
mengenai akibat yang terjadi. Dalam perjanjian, pihak-pihak tidak 
begitu mengetahui adanya kewajiban diam-diam. Pengadilan 
memegang peranan penting untuk menunjukkan kewajiban diam-
diam itu dalam putusannya. Selain pengadilan, Undang-Undang 




KUH Perdata ditentukan bahwa penjual mempunyai dua kewajiban 
pokok, yaitu menyerahkan benda dan menjaminnya. Dalam Pasal 
ini tersimpul kewajiban pokok secara diamdiam bahwa apabila 
dalam perjanjian tidak dinyatakan secara tegas, disini undang-
undang menunjukkan bahwa penjual berkewajiban secara diam-
diam menjamin benda yang dijualnya itu. 
b. Pembayaran 
Pihak yang melakukan pembayaran adalah debitur atau orang 
lain atas nama debitur, atas dasar surat kuasa khusus. Pembayaran 
harus dilakukan di tempat yang telah ditentukan dalam perjanjian. Jika 
dalam perjanjian tidak ditentukan suatu tempat, pembayaran mengenai 
benda yang sudah ditentukan harus dilakukan di tempat dimana benda 
itu berada ketika membuat perjanjian. Biaya yang harus dikeluarkan 
untuk menyelenggarakan pembayaran dibebankan kepada debitur 
(Pasal 1395 KUH Perdata). Akan tetapi, pihak-pihak dapat juga 
memperjanjikan bahwa biaya pembayaran dibebankan kepada kreditur 
atau oleh kedua belah pihak. 
c. Penyerahan Benda 
Setiap perjanjian yang memuat tujuan memindahkan 
penguasaan dan/atau hak milik perlu melakukan penyerahan bendanya 
(levering, delivery). Penyerahan ada dua macam, yaitu penyerahan hak 
milik (levering van eigendom, delivery of ownership) dan penyerahan 




d. Pelayanan Jasa 
Pelayanan jasa adalah memberikan pelayanan dengan 
melakukan perbuatan tertentu, baik dengan menggunakan tenaga fisik 
saja maupun dengan keahlian atau alat bantu tertentu, baik dengan 
upah maupun tanpa upah. Pelayanan jasa itu misalnya, cleaning 
service, reparasi, konveksi, pengangkutan barang, salon kecantikan, 
pekerjaan buruh, jasa konsultan atau pelayanan public lainnya. 
e. Klausula Eksonerasi 
Dalam perjanjian sering juga dibuat ketentuan-ketentuan yang 
bersifat membatasi tanggung jawab debitur yang disebut “klausula 
eksonerasi”. Biasanya klausula tersebut banyak terdapat dalam jual 
beli, pengangkutan laut, parkir kendaraan, serta hal-hal yang dialami 
sehari-hari. dalam nota pembelian dijumpai klausula yang tertulis : 
“Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan”. Dalam klausula 
ini penjual membebaskan diri dari kewajiban menanggung 
kemungkinan ada cacat pada benda itu sesudah dibeli. Apabila ada 
cacat ataupun rusak sesudah dibeli, benda itu tidak boleh dikembalikan 





B. Tinjauan Umum Tentang  Wanprestasi  
Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “wanprestastie”, yang artinya 
tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap 
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pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan 
dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. 
Semua subjek hukum baik manusia atau badan hukum dapat membuat 
suatu persetujuan yang menimbulkan perikatan diantara pihak-pihak yang 
membuat persetujuan tersebut. Persetujuan ini mempunyai kekuatan yang 
mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian tersebut sebagaimana 
yang diatur di dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Menurut Kamus Hukum, 
wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati 
kewajibannya dalam perjanjian.
46
 Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah 
suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak 
dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan 
bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi 
adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang 
ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.
47
 
Menurut Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa wanprestasi adalah 
ketiadaaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang 
harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa 
Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan 
pelaksanaannya jani untuk wanprestasi”.
48
 
Mariam Darus Badrulzaman mengatakan bahwa apabila debitur 
“karena kesalahannya” tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka 
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debitur itu wanprestasi atau cidera janji. Kata karena salahnya sangat penting, 
oleh karena debitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama 
sekali bukan karena salahnya. 
Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. 
Somasi sendiri merupakan terjemahan dari ingerbrekestelling. Somasi diatur 
dalam Pasal 1238 KUHPerdata dan Pasal 1243 KUHPerdata. Wanprestasi 
berarti tidak melakukan apa yang menjadi unsur prestasi, yakni:  
1. Berbuat sesuatu;  
2. Tidak berbuat sesuatu; dan  
3. Menyerahkan sesuatu.  
Pada umumnya mulai terjadinya wanprestasi yaitu suatu wanprestasi 
baru terjadi jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, 
atau dengan kata lain, wanprestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikan 
bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena 
keadaan memaksa. Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak 
ditentukan tenggang waktunya, maka seorang kreditur dipandang perlu untuk 
memperingatkan atau menegur debitur agar ia memenuhi kewajibannya. 
Teguran ini disebut dengan somasi. 
Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan 
somasi oleh kreditur atau Juru Sita. Somasi itu minimal telah dilakukan 
sebanyak tiga kali oleh kreditur atau Juru sita. Apabila somasi itu tidak 
diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. 
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Akan tetapi ada kalanya dalam keadaan tertentu untuk membuktikan 
adanya wanprestasi debitur tidak diperlukan lagi pernyataan lalai, ialah dalam 
hal: Untuk pemenuhan prestasi berlaku tenggang waktu yang fatal;  
1. Debitur menolak pemenuhan;  
2. Debitur mengakui kelalaiannya;  
3. Pemenuhan prestasi tidak mungkin (di luar overmacht);  
4. Pemenuhan tidak lagi berarti, dan  
5. Debitur melakukan prestasi tidak sebagaimana mestinya  
Dengan demikian ketidakmampuan dan atau ketidakmauan debitur 
untuk melaksanakan atau memenuhi prestasinya sehingga dia wanprestasi , 
haruslah membuktikan bahwa dia wanpresatsi itu karena memang terjadi 
keadaan memaksa (overmacht).  
Untuk memperingatkan debitur agar ia memenuhi prestasinya, maka 
debitur perlu diberikan peringatan tertulis yang isinya menyatakan debitur 
wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang ditentukan. Jika dalam waktu itu 
debitur tidak memenuhinya maka debitur dinyatakan wanprestasi. 
Peringatan tertulis dapat dilakukan secara resmi : dilakukan melalui 
Pengadilan Negeri yang berwenang dengan perantaraan Jurusita 
menyampaikan surat peringatan tersebut kepada debitur disertai berita acara 
penyampaiannya. Dan dapat juga secara tidak resmi : misalnya melalui surat 
tercatat, telegram atau disampaikan sendiri oleh kreditur kepada debitur 






C. Tinjauan Umum tentang  Berakhirnya Perjanjian Kredit 
Dalam KUHPerdata telah diatur tentang  hapusnya/ berakhirnya 
perikatan/perjanjian. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1381 KUHPerdata yaitu 
mengenai hapusnya perikatan. Dari sekian penyebab hapusnya/berakhirnya 
perjanjian, dalam prakteknya lebih disebabkan oleh:
50
 
1. Pembayaran  
Untuk kredit, pembayaran (lunas) ini merupakan pemenuhan 
prestasi dari debitur, baik pembayaran hutang pokok, bunga, denda, 
maupun biaya-biaya lainnya yang wajib dibayar lunas oleh debitur. 
Pembayaran lunas ini, baik karena jatuh tempo kreditnya atau karena 
diharuskan debitur melunasi kreditnya secara seketika/sekaligus. 
2. Penawaran pembayaran tunai 
Pemenuhan prestasi dalam suatu perjanjian sepatutnya di 
laksanakan sesuai hal yang di perjanjikan termasuk waktu. pemenuhannya, 
namun tidak jarang prestasi tersebut dapat dipenuhi sebelum waktu yang 
diperjanjikan. Penawaran dan penerimaan pemenuhan prestasi sebelum 
waktunya dapatmenjadi sebab berakhirnya perjanjian, misalnya perjanjian 
pinjam meminjam yang pembayarannya dilakukan dengan cicilan, apabila 
pihak yang berhutang dapat membayar semua jumlah pinjamannya 
sebelum jatuh tempo, maka perjanjian dapat berakhir sebelum waktunya. 
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3. Pembaruan utang (Novasi) 
Novasi adalah pembaharuan hutang yang berupa dibuatnya suatu 
perjanjian kredit yang baru untuk menggantikan perjanjian kredit yang 
lama.Dengan demikian perjanjian kredit yang lama telah berakhir, 
sedangkan yang berlaku bagibank dan debitur adalah perjanjian kredit 
yang baru. 
4. Kompensasi 
Menurut Pasal 1425 KUHPerdata Kompensasi adalah penghapusan 
masing-masing utang dengan jalan saling memperhitungkan utang yang 
sudah dapat ditagih antara kreditur dan debitur. Syarat terjadinya 
kompensasi adalah: 
a. Kedua-keduanya berpokok pada sejumlah uang; atau 
b. Berpokok pada jumlah barang yang dapat dihabiskan dari jenis yang 
sama; atau  
c. Kedua-duanya dapat ditetapkan dan ditagih seketika. Tujuan utama 
kompensasi adalah: 
1) Penyederhanaan pembayaran yang simpang siur antara pihak  
kreditur dan debitur; 
2) Dimungkin kan terjadi pembayaran sebagian 
5. Subrogasi 
Subrogasi menurut Pasal 1400 KUHPerdata menyebutkan sebagai 
penggantian hak-hak si berpiutang oleh seorang pihak ketiga yang 
membayar kepada si berpiutang itu. Dapat dikatakan subrogasi terjadi 





D. Tinjauan Umum tentang  Penyelesian Sengketa 
Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Sengketa dapat 
terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, 
antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, 
antara perusahaan dengan negara, antara Negara satu dengan negara lainnya. 
Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik maupun keperdataan dan dapat 
terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional. 
Sengketa adalah suatu perkara yang terjadi antara para pihak yang 
bersengketa di dalamnya mengandung sengketa yang harus diselesaikan oleh 
kedua belah pihak.51 
Sengketa dalam kamus Bahasa Indonesia berarti pertentangan atau 
konflik. Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orangorang, 
kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu objek 
permasalahan. 
Pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau 
kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama 
atas suatu objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu 
dengan yang lain.52 Konflik atau sengketa merupakan situasi dan kondisi di mana 
orangorang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun 
perselisihan-perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja.53 
 
                                                             
51
Ibid, h. 7. 
52
Winardi, Managemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan), (Bandung: 
Mandar Maju, 2007),  h. 1. 
53
Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat,  




1. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan (Litigasi) 
Menurut Suyud Margono berpendapat bahwa:54 
“Litigasi adalah gugatan atas suatu konflik yang diritualisasikan untuk 
menggantikan konflik sesungguhnya, dimana para pihak memberikan kepada 
seorang pengambilan keputusan dua pilihan yang bertentangan .” 
 
Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, di 
mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain 
untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari 
suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang 
menyatakan win-lose solution.55 
Prosedur dalam jalur litigasi ini sifatnya lebih formal (very formalistic) 
dan sangat teknis (very technical). Seperti yang dikatakan J. David Reitzel 
“there is a long wait for litigants to get trial”, jangankan untuk mendapat 
putusan yang berkekuatan hukum tetap, untuk menyelesaikan pada satu 
instansi peradilan saja, harus antri menunggu.56 
Prosedur penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di pengadilan 
(litigasi), lazimnya dikenal juga dengan proses persidangan perkara perdata 
sebagaimana ditentukan berdasarkan hukum acara perdata (HIR). 
2. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Nonlitigasi) 
Dalam penyelesaian sengketa melalui non-litigasi, kita telah mengenal 
adanya penyelesaian sengketa alternatif atau Alternative Dispute Resolutin 
(ADR), yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan ADR, yang berbunyi sebagai berikut: 
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“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau 
beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni 
penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, 
konsiliasi, atau penilaian ahli.” 
 
Akhir-akhir ini pembahasan mengenai alternatif dalam penyelesaian 
sengketa semakin ramai dibicarakan, bahkan perlu dikembangkan untuk 
mengatasi kemacetan dan penumpukan perkara di pengadilan maupun di 
Mahkamah Agung.57 
Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi jauh lebih efektif dan 
efisien sebabnya pada masa belakangan ini, berkembangnya berbagai cara 
penyelesaian sengketa (settlement method) di luar pengadilan, yang dikenal 
dengan ADR dalam berbagai bentuk, seperti:58 
a. Arbitrase 
Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 30 Tahun 1999 menjelaskan 
bahwa, “Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar 
pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat 
secara tertulis oleh paa pihak yang bersengketa”. Arbitrase digunakan 
untuk mengantisipasi perselisihan mungkin terjadi maupun yang sedang 
mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara 
negosiasi/konsultasi maupun melalui pihak ketiga serta untuk 
menghindari penyelesaian sengketa melalui peradilan. 
b. Negosiasi 
Menurut Ficher dan Ury, negosiasi merupakan komunikasi dua 
arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah 
pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda.36 
Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Susanti Adi Nugroho 
bahwa, negosiasi ialah proses tawar-menawar untuk mencapai 
kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang 
dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar 
dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak.59 
c. Mediasi 
Menurut Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang 
Prosedur Mediasi Di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa 
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melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak 
dengan dibantu  
d. mediator. 
Mediasi (mediation) melalui sistem kompromi (compromise) 
diantara para pihak, sedang pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator 
hanya sebagai penolong (helper) dan fasilitator.60 
e. Penilaian Ahli 
Penilaian ahli merupakan cara penyelesaian sengketa oleh para 
pihak dengan meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap perselisihan 
yang sedang terjadi.61 
 
Selain dari cara penyelesaian sengketa sebagaimana disebutkan di atas 
yang didasarkan kepada Undang-Undang No 30 Tahun 1999, dalam sistem 
hukum Indonesia tentang hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana 
disebutkan dalam Pasal 58 dan Pasal 60, yang pada pokoknya menentukan 
tentang penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui mediasi. 
Hasil akhir dari rangkaian proses penyelesaian sengketa di luar 
pengadilan, dengan mengacu kepada ketentuan sebagaimana diatur dalam 
Pasal 6 ayat 7 Undang-Undang No 30 Tahun 1999 yang berhasil maka akan 
menghasilkan kesepakatan atau perdamaian diantara para pihak. 
 
E. Tinjauan Umum tentang  Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) 
1. Pengertian BUMDes 
Menurut Pasal 107 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 1999 tentang Pemeirntah Daerah dinyatakan bahwa sumber 
pendapatan Desa salah satunya adalah pendapatan asli desa, yang meliputi: 
1) hasil usaha desa; 2) hasil kekayaan desa; 3) hasil swadaya dan 
partisipasi; 4) hasil gotong royong; dan 5) lain-lain pendapatan asli desa 
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yang sah. Penjelasan Pasal 107 ayat (1) menyebutkan bahwa 
pemberdayaan potensi desa dalam meningkatkan pendapatan desa 
dilakukan, antara lain, dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa, kerja 
sama dengan pihak ketiga, dan kewenangan melakukan pinjaman. 
 Selanjutnya menurut Pasal 213 ayat (3) Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa 
sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif 
masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal 
usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, 
tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal 
kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan 
melalui pihak ketiga. 
Pengertian lain tentang BUMDes terdapat dalam Pasal 1 ayat (6) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan 
Usaha Milik Desa, yang menyatakan bahwa BUMDes adalah usaha desa 
yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal 
dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. 
Selanjutny BUMDes dalam Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 
72 Tahun 2005 tentang Desa dinyatakan bahwa dalam rangka 
meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa 
mendirikan Badan Usaha Milik Desa (ayat 1) Pembentukan Badan Usaha 
Milik Desa ditetapkan dalam Peratuan Desa dengan berpedoman pada 
peraturan perundang-undangan (ayat 2). Bentuk Badan Usaha Milik Desa 




Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan Badan 
Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola 
oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat 
perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. 
Badan Usaha Milik Desa yang dikelola oleh masyarakat dan 
pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan 
dibentuk berdasarkan kebutuhan potensi desa. Sebagaimana dalam 
pembentukan BUMDes tentunya memiliki beberada bidang usaha ketika 
di hadirkan di masyarakat, adapun bidang-bidang tersebut yakni: 
a. Bidang keuangan  (Finance area) 
b. Bidang perdagangan 
c. Bidang induk usaha.62 
Adapun bidang usaha Badan Usaha Milik Desa Sungai Tonang 
meliputi: 
a. hasil pertanian;  
b. Perikanan; 
c. sarana produksi pertanian;  
d. kegiatan bisnis produktif lainnya; 
Pemberian fasilitas kredit oleh Badan Usaha Milik Desa Sungai 
Tonang dilakukan dengan tata cara dan prosedur yang berbeda dengan 
pemberian kredit pada umumnya dengan lembaga perbankan atau pun non 
perbankan, hal ini terlihat dari persyaratan peminjaman tahapan pemberian 
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kredit dan pencairan danaatau penolakan dan lain sebagainya. Badan 
Usaha Milik Desa Sungai Tonang sebelum menyetujui pemberian kredit, 
terlebih dahulu Badan Usaha Milik Desa Sungai Tonang menetapkan 
pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian pemberian kredit atau 
yang berhak mendapatkan fasilitas kredit, sebagaimana yang diungkapkan 
Direktur Badan Usaha Milik Desa Sungai Tonang, yang menyatakan ada 
beberapa kriteria masyarakat yang berhak diberikan pinjaman: 
a. Memiliki usaha dan rancangan kerja usaha 
b. Harus dan wajib merupakan warga Desa, yang telah berdomisili tetap 
di Desa Sungai Tonang minimal selama 5 tahun 
c. Adanya kelayakan berdasarkan hasil penilaian dari staf analisa kredit 
baik secara administrasi maupun usaha 
d. Peminjam perorangan diwajibkan mengunakan agunan. 
Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, 
BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada 
umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu 
memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan 
kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem 
usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya 
nilai-nilai kehidupan bermasyarakat. 
2. Tujuan BUMDes 
Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang dikelola oleh 




perekonomian desa. Tujuan didirikannya Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDesa) adalah : 
a. Meningkatkan perekonomian desa 
b. Meningkatkan pendapatan asli desa 
c. Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat 
d. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa. 
Dasar dari pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) 
yaitu antara lain sebagai berikit : 
a. Adanya surat permintaan dari kabupaten tentang  hasil evaluasi dan 
surat pelepasan manajemen program dari provinsi 
b. Adanya surat dari Provinsi Riau yang menyatakan Desa tertentu telah 
di evaluasi dan pelepasan manajemen program yang menyatakanUsaha 
Ekonomi Desa – Simpan Pinjam (UED-SP) tersebut sehat dan 
mendirikan serta dinyatakan siap untuk dilepas menjadi Badan Usaha 
Milik Desa (BUMDesa) 
c. Berdasarkan poin kedua diatas maka pemerintah Kabupaten Kampar 
menyurati desa bersangkutan agar melaksanakan musyawarah 










Dari uraian di atas penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Dalam Penyelesaian kredit macet pada BUMDes Sungai Tonang Barokah 
di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar 
sebahagian dalam menyelesaikan kredit macet sudah sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan dan juga terdapat beberapa kredit macet 
yang belum mendapatkan titik temu dalam menyelesaikan angsuran 
pinjaman, jika pihak debitur belum juga membayar angsuran sampai pada 
jatuh tempo pihak BUMDes Sungai Tonang akan memberikan surat 
teguran atau peringatan SP 1 selain itu pihak BUMDes juga akan 
memberikan penyelesaian terhadap kredit macet secara mediasi dan 
kreditur hanya menunggu adanya itikat baik dari debitur untuk membayar 
angsurannya, tidak adanya itikad baik dari pihak debitur dalam 
melaksanakan angsuran pinjaman mengakibatkan pihak kreditur merasa 
dirugikan. 
2. Adapun kendala dalam Penyelesaian Kredit Macet Pada BUMDes Sungai 
Tonang Barokah di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara 
Kabupaten Kampar yaitu tidak adanya peringatan dari pihak BUMDes 
Sungai Tonang terkait dengan Kredit Macet dan juga terdapat masalah 
pada rendahnya tingkat pengawasan dari pihak BUMDes sehingga tidak 






faktor lainnya adalah terletak pada kurangnya tingkat pendidikan dan 
pemahaman tentang  Peraturan Perundang-undangan yang mengatur 
tentang perjanjian pinjaman dan resiko-resiko yang akan di tanggung 
apabila terjadi kredit macet dikemudian harinnya. 
 
B. Saran 
1.  Kesalahan bukan datang sepenuhnya dari kreditur akan tetapi juga datang 
dari BUMDes Sungai Tonang, oleh karena itu, seharusnya untuk pihak 
BUMDes Sungai Tonang lebih memperhatikan betul mana calon nasabah 
yang patut diberi pinjaman, dan mana yang seharusnya tidak diberikan 
pinjaman. Dan kreditur seharusnya sebelum melakukan penandatanganan 
SP2K kreditur harus memahami isi dari perjanjian tersebut, agar 
mengetahui apa saja yang menjadi hak dan kewajiban dari kreditur 
selama melakukan perjanjian dengan BUMDesa Sungai Tonang. 
2. Seharusnya untuk pihak debitur yang wanprestasi atau tidak menepati apa 
yang telah diperjanjikan maka penyelesaiannya pada pengadilan negeri 
apabila jalan musyawarah tidak berhasil dilaksanakan. Sehingga 
memberikan efek jera kepada debitur tersebut. Dan tentunya akan 
menjadi gambaran untuk nasabah yang lainnya agar tidak melakukan 
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Lampiran I: Daftar Wawancara 
Direktur Badan Usaha Milik Desa Sungai Tonang: 
1. Bagaimana Penyelesaian Kredit Macet Pada BUMDes Sungai Tonang 
Barokah di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten 
Kampar? 
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam Kredit Macet Pada BUMDes Sungai 
Tonang Barokah di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara 
Kabupaten Kampar? 
3. Bagaimana persyaratan permohonan pengajuan kredit pada BUMDes Sungai 
Tonang? 
4. Bagaimana perjanjian yang sah dan diakui Negara menurut Bapak? 
5. Bagaimana kita dapat membuktikan perjanjian itu sah dan diakui Negara? 
6. Apakah ada dari pihak BUMDes Sungai Tonang melakukan seleksi 
pemberkasaan dan wawancara terlebih dahulu kepada  debitur/nasabah? 
7. Apakah ada resiko dalam melakukan pinjaman kepada BUMDes Sungai 
Tonang? 
8. Apakah dari pihak debitur/nasabah mengetahui resiko-resiko yang akan 
didapatkan dikemudian hari apabila melakukan kredit macet? 
9. Apakah ada kemudahan yang diberikan kepada debitur/nasabah yang 






Kepala Desa Sungai Tonang: 
1. Bagaimana Penyelesaian Kredit Macet Pada BUMDes Sungai Tonang 
Barokah di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten 
Kampar? 
2. Apakah sebelum melakukan pinjaman ada prosedur dan tahapan yang akan 
dilalui sebagai pemohon nantiknya? 
3. Bagaimana persyaratan permohonan pengajuan kredit pada BUMDes Sungai 
Tonang? 
4. Bagaimana perjanjian yang sah dan diakui Negara menurut Bapak 
















Debitur/Nasabah Kredit Macet Pada Bumdes Sungai Tonang: 
1. Apa saja persyaratan dalam melakukan permohonan kredit pada BUMDes 
Sungai Tonang? 
2. Apa yang Bapak/Ibu lakukan dari hasil Dana pinjaman yang didapatkan dari 
BUMDes Sungai Tonang? 
3. Bagaimana perasaan Bapak/Ibu pasca setelah mendapatkan Dana dari 
pinjaman BUMDes Sungai Tonang? 
4. Apakah ada dimintai jaminan atas keterlambatan pembayaran atau 
penungakan ? 
5. Apakah Bapak/Ibu tau bahwasanya ada jaminan utang yang akan dibebankan 
kepada nasabah/debitur yang melakukan kredit macet? 
6. Bagaimana perjanjian itu berlangsung?Apakah bentuk perjanjian melalui 
lisan atau tulisan? 
7. Apakah ada dari pihak BUMDes Sungai Tonang melakukan keterlambatan 
pembayaran angsuran atau terjadi penungakan? 
8. Apakah ada dari pihak BUMDes menyampaikan atau memberikan teguran 









Lampiran II: Dokumentasi 
 
Gambar I:  Peneliti bersama Direktur BUMDes Sungai Tonang 
 
 














RIWAYAT HIDUP PENULIS 
 
M.  Hifzillah lahir di Sungai Tonang Kecamatan Kampar 
Utara Kabupaten Kampar, Riau. 21 Juni 1998, merupakan 
anak ke-4 dari pasangan Bapak H. Syaiban, AM, A, Pd dan 
Ibu Hj. Rasidah Sp.d. menyelesaikan pendidikan Sekolah 
Dasar di SDN 016 Sungai Tonang dan lulus pada Tahun 
2010, dan melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah (MTS) 
Sungai Tonang dan lulus pada Tahun 2013, kemudian melanjutkan ke sekolah 
Menegah Atas Negeri (SMAN) 1 Bangkinang Kota dan lulus pada Tahun 2016. 
Selanjutnya penulis meneruskan pendidikannya keperguruan tinggi yaitu 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yaitu pada Jurusan Ilmu 
Hukum Fakultas Syariah dan Hukum. 
Selama perkuliahan penulis memiliki pengalaman magang di Pengadilan 
Agama Bangkinang Kota pada Tahun 2018 yang dilaksanakan selama 2 bulan dan 
penulis juga melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada Tahun 2019 di Desa 
Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar. 
 Pada Tahun 2019 penulis melaksanakan penelitian skripsi sebagai tugas 
akhir dan syarat untuk memperoleh gelar sarjana dengan judul “Penyelesaian 
Kredit Macet Pada BUMDes Sungai Tonang Barokah di Desa Sungai Tonang 
Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar”. Pada tanggal 11 Agustus 2020 
penulis melaksanakan ujian munaqasyah/ sidang skripsi dan dinyatakan Lulus dan 
menyandang gelar sarjana hukum (SH) di UIN SUSKA RIAU. 
